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KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN SOLOK 

 
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN SOLOK 

NOMOR 5 TAHUN 2025   

TENTANG 

PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA  

PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK  

TAHUN ANGGARAN 2025 

    

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK, 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum 
Provinsi Sumatera Barat Nomor 36/RT.01.1-
SD/13/2025 tanggal 13 Januari 2025 perihal 
Penyampaian Nama Pejabat Pengadaan Barang dan 
Jasa untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 
Solok Tahun Anggaran 2025;  

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Solok tentang Penetapan Pejabat 
Pengadaan Barang dan Jasa Pada Sekretariat Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten Solok Tahun Anggaran 
2025; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  6109) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor  6863); 
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  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4738); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang 
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5423) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 

Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6267); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 

  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
181/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan 
Anggaran Dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 1230); 

  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran 
Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333); 

  11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, 
dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan 
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 
Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, 
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat 
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat 
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat 
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 826); 
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  12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 
Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya 

Masukan Tahun Anggaran 2025; 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan  : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN 
UMUM KABUPATEN SOLOK TENTANG PENETAPAN 
PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA 
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN SOLOK TAHUN ANGGARAN 2025. 

KESATU  : Menetapkan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 
Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 
Solok Tahun Anggaran 2025, sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

KEDUA  : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pada Sekretariat 
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Tahun 
Anggaran 2025 bertugas melaksanakan Pengadaan 
Barang dan Jasa Pemerintah berupa Pengadaan 
Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau                    
E-purchasing berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa 
Pemerintah. 

KETIGA  : Kepada Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 
sebagaimana tersebut pada diktum KESATU 
diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan 
ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri 
Keuangan. 

KEEMPAT  : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya 
Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian 
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten Solok Bagian Anggaran 076 Tahun 
2025 Nomor : SP DIPA-076.01.2.656091/2025, 
tanggal 10 Desember 2024. 

KELIMA  : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 
ditetapkan. 

 
Ditetapkan di Koto Baru 
pada tanggal 14 Januari 2025 
 

SEKRETARIS 
KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN SOLOK, 
 

ttd. 
 

YULIARDI 
Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN SOLOK 

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, 
 
 
 
 
Edvant Zulvadeno A 
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LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN 

UMUM KABUPATEN SOLOK 
NOMOR 5 TAHUN 2025 
TENTANG 
PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG 
DAN JASA PADA SEKRETARIAT KOMISI 
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK TAHUN 
ANGGARAN 2025 

 
 
 

 PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK TAHUN ANGGARAN 2025 

 

NO NAMA 
PANGKAT / 

GOL 
JABATAN 

DALAM 
JABATAN SK 

1 2 3 4 5 

1 Fredo Permana, S. IP 

NIP. 19851023 201012 1 005 

Penata Tk I 

(III/d) 

Kepala Sub 

Bagian 
Perencanaan, 

Data dan 
Informasi  
KPU Kota 

Sawahlunto 

Pejabat 

Pengadaan 
Barang dan 
Jasa KPU 

Kabupaten 
Solok 

 
Ditetapkan di Koto Baru 
pada tanggal 14 Januari 2025 
 

SEKRETARIS 
KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN SOLOK, 
 

ttd. 
 

YULIARDI 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN SOLOK 
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, 
 
 
 
Edvant Zulvadeno A  
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